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Salinan PUTUSAN
Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.BkI
Bismillahirrohmanirrohim
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan

SD,tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan,sebagai Penggugat;
melawan

Terguagt, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SD,tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak
diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia,sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengansurat gugatannya tertanggal 15
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1256/Pdt.G/2020/PA.BKkI,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Akta
Nikah Nomor: Tanggal 18 Agustus 2009;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di Kabupaten Gresik selama kurang lebih 8 tahun, dan sudah berhubungan
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
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- Anak i, Perempuan, Lahir di Gresik, Tanggal 30 Oktober 2010, dan
diasuh oleh Penggugat;

- Anak IlI, Laki-laki, Lahir di Gresik, Tanggal 02 Februari 2016, dan diasuh
penggugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan;

a. Sejak 2016, tergugat berangkat pamit kerja, namun sampai saat ini
tergugat tidak ada kabar dan sejak saat itu pula penggugat beserta
anaknya tidak pernah menerima nafkah secara lahir maupun bathin dari
tergugat;

4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan
ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar tidur selama kurang lebih 4
tahun;

6. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Terguagt) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-harisidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadapsendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, makaperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : Tanggal 18 Agustus 2009 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten
Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P-1;

2. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor : tanggal 15
September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batangan,
Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama T, nomor tangga 15 September
2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batangan, Kecamatan
Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh KetuaMajelisdiberitanda P-3;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan
keterangansebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena

saksi adalah saudara kandung Penggugat;
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Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami

isteri sah yang menikah sejak 18Agustus 2019 dan telah dikaruniai 2

orang anak/keturunan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan
Kabupaten Gresik selama kurang lebih 8 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
kesehatan Tergugat terganggu, Tergugat stress;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal selama
kurang lebih 5 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui
keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusaha mencari
keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena
saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami
isteri sah yang menikah sejak 18Agustus 2019 dan telah dikaruniai 2
orang anak/keturunan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan
Kabupaten Gresik selama kurang lebih 8 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat kurang stabil dengan pikirannya, terkadang Tergugat normal

namun kadang Tergugat stress;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal selama
kurang lebih 5 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui
keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusaha mencari
keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara
jelas dan pasti dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untukhadir
pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena
itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalamPasal 130 HIR jo.
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar
Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa sejak
2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal pernikahan,
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Tergugat berangkat pamit kerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada
kabar dan sejak saat itu pula Penggugat beserta anaknya tidak pernah
menerima nafkah secara lahir maupun bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan menghadirkan saksi-saksi
dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang henda
kdibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 18 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.2,
ternyata Penggugat telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal73 ayat)1(
Undang- Undang Nomor7 Tahun1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir
dengan Undang- Undang Nomor50 tahun2009 tentang Peradilan Agama,
Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkansaksi-
saksiyaitu: Saksi | dan Saksi Il, keduanya telah memberikan keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

— Bahwa sejak Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat
mengalami gangguan jiwa, Tergugat stress;

— Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan
Tergugat berpisah selama 5 tahun (vide P3);

— Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan kedua pihak untuk rukun
Kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapijustruhanyaakanmemberikan
penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itup erceraian
dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis mendasarkan pada pendapat
ahli figih yang dihimpun dalam Buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyyah

halaman21 ,kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan ,yang
berbunyi :

3aa g dilh oaldl ) adegllha lea g Mda il de jaae SE 11315

Artinya: Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci“)tidak cinta(
pada suaminya, maka hakim)boleh( menceraikan perkawinan mereka dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lIslam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
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Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenaperkarainitermasukbidangperkawinan,
makaberdasarkanketentuanpasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun
1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006
dan Undang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama,
biayaperkaradibebankankepadaPenggugat;

Memperhatikanpasal-pasaldariperaturanperundang-undangan yang

berlaku dan hokum syara’ yang berkenaandenganperkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satub ains ughra Tergugat(Terguagt) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 452.000,- )empat ratus lima puluh dua ribu rupiah(;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bangkalan pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 07 Jumadil Tsani 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amar Hujantoro,
M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum dan Nirwana,
S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luluk Kurrotul Ain, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
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KetuaMajelis,

ttd
Hakim Anggota Drs. H. Amar Hujantoro, M.H

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Nirwana, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd
LulukKurrotul Ain, S.Ag

Perincianbiaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 305.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 12.000,00
Jumlah 'Rp 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
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